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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Ne:gau_ Republik lndonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 29 T ahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tarnbahan 
Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tanun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta-nbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undanq-Undauq Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jami nan Sosial 
Nasional; 

a. bahwa dalam ranqka pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan, 

dan pengendalian terhaciap penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan 

oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Buton Tengah, dan dalam 

rangka meningkatkan pelayanan sorta deraiat kesehatan masyarakat, maka 

perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bidang kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka 

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perizinan Bidang Kesehatan 

Kabupaten Buton Tengah. 

BUPATI BUTON TENGAH, 

DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BUTON TENGAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPAYI BUTON TENGAH 

NOMOR 14·ct. TAHlJN 2015 

Mengingat 

Menimbang 

BlJPATI BUTON TENGAH 

• 
' 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Neqera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tsmbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.iq Pernbentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan I.ernbaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan 

Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 5499); 

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahvn 20·14 tentang Pembentukan Kabupaten 

Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5562); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T ahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4212), 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

18. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/Xil/1986 tentang 

Perizinan bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang 

Med is; 

20. Peraturan MentP.ri Kesehatan Nomor 1205/menkes/per/x/2004 tentang 

Pedoman persyaratan kesehatan pelayanan Sehat pakai air ( SPA); 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 

tentang lzin dan Penye:&nggaraan Praktik Bidan; 
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PERATURAN BUPATI SUTON TENGAH TENTANG PERIZINAN BIDANG 
KESEHATAN . 

MEMUTUSKAN: 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang lzin dan Penyelenggaraan Praktik 

Perawat; 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 689/MENKES/PERN/2011 tentang 

Registrasi, lzin Praktek, dan lzin KerJa Tenaga Kefarmasian; 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/1/2011 tentang 

Klinik; 

25. Peraturan Menteri Kesehatar. Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Serita Negara 

Republik lndones'a Tahun 2013 Nomor 1118); 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang 

Pendayagunaan Tenaqa Kesenatan Warga Negara Asing; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomcr ~3 tahun 20"14 

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu pintu Bidang Kesehatan di 

Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 

tentang Standar 7arit Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Ta'tun 2014 tentang Pusat 

Pelayanan Kesehatan ~asyarakat; 

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/Xl/2002 tentang 

Pedoman Penyelenqqaraan Optikal; 

31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/200?. tentang 

Ketentuan Tata Cara Pemberian lzin Apotik; 

32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SKNll/2003 tentang 

Penyelenggaraan Penqobatan Tradisional; 

33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1331 /Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian lzin 

Tako Obat; 

34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/Menkes/SKNll/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah 

Makan dan Restoran; 
35. Peraturan Bupati Nornor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kaoupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2015. 

.. 

Menetapkan 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis 

daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5. Dinas Kesehatan adaJah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah. 

7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton 

Teng ah. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dar, atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak r nelakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan name dan dafam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, crqanisasi massa, o:-ganisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu c!i bidang pengawasan, pembinaan, dan 

penqendal.an sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Orang adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang berhubungan 

denqan bidang kesehatan. 
1 ·1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memunykinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

12. Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan 

pemerintah daerah dalam pemberian izin, tanda rlaft.ar dan sertifikasi di bidang kesehatan. 

13. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap '<cgiatan dan atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesi:iambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan rnasyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau 

masyarakat. 

14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk 
menyele:nggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik pro motif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pernerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. 

15. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang 
menunjang pelayanan kesehatan. 

16. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 
yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. 

SABI 

KETENTUAN IJMUM 

• 
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1i'. Tenaga kssehatan adalah setiap orang yang menqabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 

rnerniliki pengetahuan dan atau keterai npilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

18. Tenaga Medis adalah Ookter, Ookter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan 
pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalarn maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pernerintah Indonesia. 

19. Praktek Kedokteran -adalah Rangkaian keqiatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter 

gigi terhadao pasien dalarn rnelaksanakan upaya kesehatan; 

20. Praktek mandiri adalah Penyelenqqaraan pelayanan rnedis oleh dokter umum atau dokter gigi 

atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang 

medik; 

21. Praktek bersama adalah Penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter 

umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa 

menggunakan penunjang medik; 

22. Surat lzin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada 

tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan 

kewenanqan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan 

profesinya. 

23. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disrnqkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

24. Praxtik Mandiri adalah praktik bican swasta perorangan. 

25. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun di luar 

negeri sesuai dengan peraturan perundangan-und:mgan. 

26. lzin Kerja Perawat adalah bukti tertulir yang diberikan kepada perawat untuk melakukan 

praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. 

27. lzin Praktek Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan 

praktek keperawatan perseoranqan/berkelornpok. 

28. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telsh lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

29. Surat lzin Kerja Perawat Gigi seraniutnya disebut SIK-PG adalah bukti tertulis yang diberikan 

kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan !<esehatan gigi dan mulut di sarana 
kesehatan. 

30. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

31. Surat lzin Pral<tik Bidan yang selaniutnya disingkat SIPS adalah bukti tertulis yang diberikan 

kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri. 

32. Surat lzin Kena Bidan selanjutnya disingkat SIKB adatah bukti tertulis yang diberikan kepada 

bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 

33. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan 
sumpah jabatan Apoteker. 

•· 
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34. Tenaga teknis kefa.rnasian adalah tenaga yang rnernbantu apoteker dalarn menjalani 

pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis 

Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker . • 
35. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk penqendalicn mutu sediaan farmasi, 

penqamanan, pengadaan, penyimpamm dan pendistribusian atau penyaluran obat, 

penqelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta 

pengembangan obat, bahan onat dan ohat tradisicnal. 

36. Surat Tanda Reqistrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang 

diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi. 

37. Surat Tanda Registrasi Tenaga Ternis Kefarrnasian selar,jutnya disingkat STRTTK adalah 

buk1i tertutis yang diberikan oleh Menteri l<epada tenaqa teknis kefarmasian yang telah 

diregistrasi. 

38. Surat lzir. Praktik Apoteker selanjutnya disingkat S!PA aoalah surat izin yang diberikan kepada 

Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau instalasi 

farmasi Rumah Sakit. 

39. Surat lzin Kerja Apotsker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin yang 

diberikan kepada Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan ksfarmasian pada fasihtas produksi dan tasuitas distribusi atau penyaluran. 

40. Fisioterapis adalah seseorang yang telah tulus pendidikan fisioterapi sesuai clengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

41. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau 

kelompok untuk mengembangkan, rnemetinara dan rnernulihkan gerak dan fungsi tubuh 

sepanjang daur kehidupan dengan rnenggunakan penanganan secara manual, peningkatan 

gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, kornunikasi. 

42. Surat izin Fisioterapis selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan 

untuk menja!ankan pekerjaan Fisioterapi di seluruh wilayah Indonesia 

43. Surat lzin Praktik Fisioterapis selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan 

kepada tlsioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun 

berkelompok. 

44. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lu!us pendidikan terapis wicara baik di dalarn 

maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan pcraturan perundangundangan yang berlaku. 

45. Surat lzin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang 

diberikan kepada terapis wicara untuk meniatankan praktik terapis wicara. 

46. Okupasi terapis adalah seseorang y::Ing telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat 

diploma Ill sesuai peraturan perundang-undcmgan yang berlaku. 

47. Surat lzin Praktik Okupasi Terapis seianjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang 
diberikan kepada Okupasi Terapis yang rnenjalankan praktik okupasi terapi di fasititas 

pelayanan kesehatan. 
48. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien 

minimal program pendidikan diploma, bai:< di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

49. Surat lzin Refraksionis Optisien selsnjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian 

kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksicnis optisien di seluruh wilayah Indonesia. 
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50. Surat lzin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIK-RO adalah bukti tertulis yang 

diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan 

kesehatan. 

51. Radiografer adalah tenaga kesehatan lutusan Akaderru Penata Rontgen, Diploma Ill Radiologi, 

Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma Ill Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang 

telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

52. Surat lzin Radiografer selanjutnya disebut SIR. adatah bukti tertulis pe:mberian kewenangan 

untuk menjalankan pekerjaan radioqrafer di seluruh wilayah Indonesia. 

53. Surat lzin Kerja Radtoqrater selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan 

kepada Radiografer untuk menialanhan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan. 

54. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gc1wat darurat. 

55. Rumah Sakit Umum adalah rurnan sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua 

bid,mg dan jenis penyakit. 

5t3. lzin Mendir'kan Rumah S&kit adalah izin y,mg diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah 

rnernenuhi persyaratan untuk. mendirikan. 

5.7. lzin Operasional Rum ah Sa kit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan setelah memenuhi persyaratar. <.Jan stander. 

§8. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh yayasan 

atau perkumpulan sosial yang berbentuk badan hukum dan badan hukum lain, serta rumah 

sakit BUMN yang melayani pasien umum. 

59. Puskes:nas adalah sarana pelayanan kesehatan yang rne!aksanakan promosi, 

pembinaan kesehatan masyarakat dan penqcbatan serta rehabilitasi penyakit; 
60. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan yang meyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesia!istik, diselenqqarakan 

oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga med is. 

61. Pelayanan Darah adaJah upaya pelayanan kesehatan yang rnemantaatkan darah manusia 

sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan kornersiat. 

62. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya clisingkat UTD, aoalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. 

63. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh 

Apoteker. 

64. Surat lzin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker 

bekerjasarna dengan Pemilik Fasilitas untuk menyelenqqarakan apotek di suatu tempat. 

65. Obat aca'ah bahan atau paduan bahan, terrnasuk produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem ftsiologi atau keadaan patologi dalam rangka 

penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhon, pernulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi, untuk manusia. 

66. Toko Obat adatah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat 

bebas terbatas untuk dijual secara ecerar . 

67. Pengobatan Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai orang yang rnar.ipu melakukan pengobatan secara tradisional. 

.. 
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68. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional yang selaniutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis 

yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telsn melaksanakan pendaftaran. 

69. Surat lzin Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut S1PT adalah bukti tertulis yang 

diberikan kepada pengobatan tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti 

aman dan bermanfaat bagi kesehatan. 

70. Laboratorium Kesehatan ada!ah fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan 

perneriksaan, pengukuran. penetapan dan penqujian terhadap bahan yang berasal dari 

manusia. atau bukan berasal da~i rnanusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab 

penyakit, kondisi kesehatan atau faktor ·tang dapat berpengaruh pada kesehatan peroranqan 

atau rnasyarakat. 

71. Ternpat-Tempat Umum (TTU) adalan tempat-tempat yang dipergunakan oleh umum untuk 

melakukan berbagai kegiatan, meliputi sarans pendidikan, sarana pel-ayanan kesehatan, hotel, 

cottage, gedung pertemuan. kolam renang, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, sarana 

peribadatan, sarans trar:sportasi, b.oskop dan asrarna. 

72. Jasa Boga adalah adalah perusahasn atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan 

makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan. 

73. Makanan dan minurnan ada!ah barang yang dirnasukkan ke dalam wadah aan diberi labe! 

yang dimaksud untuk dimakan dan/atau diminurn oleh rnanusia serta semua bahan yang 

digunakan pada produksi rnakanan dan rninuman. 

14. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang berternpat di sebagian atau seluruh 

banqunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan oerlenqkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan, penyajian dari penjua!an makanan dan minuman bagi umum 

ditempat usahanya. 

75. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan 

holistik, melalui perawatan menyeluruh denqan menggunakan metode kombinasi keterampilan 

hidroterapi, pijat (massage) yang diselenqqarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan 

tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit). 

76. Serrat Paka, Air (SPA) Terapis adatah seseoranq yang te!ah memHiki kompetensi pada tingkat 

quaiifikasi tertentu sesuai kategori pclayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk 

menjalankan profesinya. 

77. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan urnurn untuk oerneliharaan kecantikan khususnya 

memelihara dan .nerawat kesehatan l<.ullt, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, 

dengan rnenggunakan kosmetik se.cara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang 

c:iilakuk.an oleh ahli kecantikan sesuai kehalian dan kewer angannya. 

78. Laik sehat adalah kondisi yang rnemenuhi persyaratan kesehatan 

79. Laik Higiene Sanitasi adalah Kondisi tempat-ternpat umurn atau tempat pengeloiaan makanan 

yang telah memenuhi persyaratan higiene ssnitasi yang dikeluarkan oleh Dinas t<esehatan. 

80. Higi1::r1e sanitasi makanan adalah upaya untuk menqenoalikan f aktor-taktor lingkungan baik 

secara fisik, kimia dan biologi di tempat-te.npat umum dan tempat pengelolaan makanan yang 

dapat atau mungkin dapat rnenimbulkan penyaxit atau gangguan keser.atan. 

81. Label pangan aoalah setiap keteranqan menqenai panqan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kornbinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan oada canqan, dimasukkan ke dalam, 

diternpelkan pada, atau merupakan bagian kernssan panqan. 

.. 

• 
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Pasal4 

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputt 

a. Perizinan fasilitas petayanan kesehatan; 

b. Penzinan tenaga kesehatan; 

.. 

BAB Hi 

RUANG LINGKUP 

Peraturan Buoaf ini bertujuan : 

a. memberikan perlincunqan kepada masyarakat dan/atau pasien, fasilitas dan tenaga di 

bidang kesehatan: 

b. mernper'ahankan dan rneninqkatkan mutu oe.ayanan kesehatan: dan 

c. memberikan pembinaan, penqawasan <ian penqendalian terhadap tenaga di bidang 

kesehatan serta fasilitas kesehatan yar.9 d,dirika:i. 

Pasal3 

P:1sal2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam melakukan pembinaan, 

penqawasan serta pengendalian terhzdap penairian maupun penyelenggaraan fasilitas dan tenaga 

di bidanq kesehatan oleh orang pribadi atau badan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

82. lndustri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di 

tempat tinggal dan/atau di tempat lain denqan peralatan pengolahan pangan manual hingga 

semi otomatis . 
• 83. Rumah Mak::1n/minuman adalah seticp tempat usaha komersil yang ruanq lingkup kegiatannya 

rnenyediaka-i makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya 

84. Depot air rninurn adalah usaha industri yang rnelakukan oroses penqolahan air baku menjadi 

air minum dan menjual lanqsunq kepada konsumen 

85. Hotel adalah jenis akornodasi yang mempergunakan sebaqian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel 

berbintang dan hotel melati. 

86. Alat Kesehatan adalah instrurnen, aparatus. n esin dan/atau implan yang tidak rnengandung 

obat yang diqunakan untuk mencegah, mendiagnosis, rnenyernbuhkan dan meringankan 

penyakit. merawat orang sakit. memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk 

struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

87. Toke Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan 

untuk melakukan kegiatan penqa.'aan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu 

secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundanq-undanqan. 

88. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, 

berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang 

telah diotah. 
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Pa~al 6 
1) Se1iap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakar. Rumah Sakit kelas C 

dan kelas D serta Rumah Sakit Sw~sta yang setsra waJib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat 

yang ditunju!<. 

2) lzin sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rurnah Sakit Umum kelas C dan D serta 

Rumah Sakit Swasta yang setara berbentuk lzin Pendirian Rumah Sal<it dan Izin operasional 

Rumah Sakit. 

3) lzin pendirian Rumah Sakit berlaku selarna 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjanq satu kali 

yang berlaku selama 1 (satu) tahun. 

4) lzin operasional sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara 

dan izin operasionat tetap. 

5) lzin operasio 1al sementara sebaqaimana dirnaksud ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun. 

6) lzin ooerasionat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan 

dapat diperpanjanq kembati denqan mer.gaJuk:m perrnohonan 6 (enam) bulan sebelum habis 

masa berlakunya. 

Paragraf 2 

lzin Rumah Sakit 

b. Puskesmas; 

c. l<linik; 

d. Apotek; 

e. Apotek rakyat: 

f. Toke obat; 

g. Laboratorium klinis; 

h. Pelayanan Darah; 

i. Optikal; • 
j. Klinik kecantikan; dan 

k. Toko alat kesehatan. 

Pas::115 

Jenis-jenis Fasilitas pelayanan kesehatan, rneliputi : 

a. Rumah sakit; 

?aragraf 1 

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan 

Bagian Pertama 

PERIZiNAN FASIUTAS PEU\YANAN KESEHATAN 

BABIV 

PERIZINAN DALAM BIOANG KESEHATAN 

• 

c. Perizinan pengobat tradisional: 

d. Perizinan sertifikasi tompat- ernpat umurn yang terkait dengan kesehatan; dan 

e. Surat rekomendasi. 
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Pasat 8 

1) Setiap orang atau badan yang akan mendinkan dan menyelenggarakan klinik wajib memiliki 

izin mendirikan dan izin operasionat. 

2) Klinik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), terdiri dari lzin klinik kesehatan um um, klinik 

bersalin/ruman bersalin, klinik khusus dan balai pengobatan. 

3) lzin mendirikan can operasional klinik sebaqaimana dimaksud pada ayat (1 ), dikeluarkan oleh 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

4) lzin sebaqaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) 

tanun dan dapat diperpanjang kemnaf dengan mcngajukan permohonan 6 (enam) bulan 

sebelum h-abis masa berlakunya. 

5) lzin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggur.g jawab dan dapat 

diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku. 

6) Pemerintah Daerah menqatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di 

wilayahnya dengan memperhatican kepaoatan penduduk can kebutuhan serta rnenqacu pada 

rencana tata ruang wi!ayah. 

7) Pengaturan persebaran tentang Pendirian Klinik yang baru dengan jarak rr.inimal 1 (satu) km 

dari kliriik dengan pelayanan sejenis atau Puskesmas ,ang sudah ada. • 

P;\rc!lgraf 4 

lzin Klinik 
• 

Pasal 7 

1) Setiap orarr; atau badan yang akan rnendirikan dan menyelenggarakan Puskesmas wajib 

memilil<i iz'n rnendirikan dan tzin operasionai. 

2) lzin mendirikan dan operasional Puskesmas sebaqaimana ~imaksud pada ayat (1 ), 

dikcluarkan oleh Bupati atau Pejabat yar;g ditunjuk. 

3) Perner.ntah Daerah mengatur persebaran Puskesmas yang. didasarkan pada kebutuhan dan 

kondisi masyarakat di wilayahnya cenqan rnemperhatikan kepadatan penduduk dan 

kebutuhan serta kemampuan penyelenggara.an. 

4) lzin sebagaimana dimaksud ayat (2) dloerikan untuk jangka waktu se!ama-lamanya 5 (uma) 

tahun dan dapat di per panjang kembali seiama mernenurn persyaratan dengan mengajukan 

permohonan 6 (enam) bulan sebelum habls rnasa berlakunya. 

5) Setiap Puskesmas yang telah merniliki izin W8jib melakukan registrasi. 

6) Reqlstrasi sebagaimana oimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Kepa!a Dinas Kesehatan 

kepada Meriteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dmas Kesenatan Provinsi. 

"7) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 

{enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapxan. 

P~ri:lgraf 3 

Puskesrnas 

• 

7) lzin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada avat (5) dapat diherikan apabila telah 

mendapat klasifikasi/penetapan kelas yang dikeluerkan oleh Menteri Kesehatan. 
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P.t$~111 
1) Setiap orang atau badan yang akan rnenyelenqqarakan toko obat wajib memiliki izin dari 

Kepala Dinas 

2) Perizinan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berbentuk izin toko obat yang berlaku untuk 

selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanianq kembali dengan mengajukan 

permohonan 6 (enam) bulan sebelurn hacis rnasa berlakunya. 

Paragraf 7 

izin Toko Obat 

1) Setir1p orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek rakyat 

wajib rnerniliki izin dari Kepala Dinas. 

2) Aootok rakyat dalam pelayanan kefarmasian wajib menqutamakan obr1t generik dan dilar~ng 

menyediakar. Narkotika dan Psikotropika, meracik coat dan menyerahkan obat da!am jumlah 

besar. 

3) Setiap apotek rakyat wajib memiliki satu orang apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat 

dibantu oleh tenaga teknis kefarrnasian. 

4) Pedagang eceran obat dapat rnerubah statusnya menjadi apotek rakyat yang dapat berupa 1 

(satu) atau gabungan dari paling banyak 4 (empat) pedagang eceran obat. 

Paragraf 6 
lzin Apotek Rakyat • 

Pasal9 

1) Setiap orang atau badan yang akan rnencmkan dan rnenyelenggarakan apotek wajib mamiliki 

izin dari Kepala Dinas. 

2) Perizinan sebagafmana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Surat lzin Apotek (SIA) yang 

bertaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan 

mengajukan permohonan 6 (enarn) bulan sebelurn habis masa ber!akunya. 

3) lzin disesuaikan dengan rr.asa bertaku Surat Tanda R6gistrasi penanggung jawab can dapat 

diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda RegistraGi yang berlaku. 

4) S0tiap apotek wajib mernoerkeriakan seoranq apoteker yang svoah mempunyai STRA dan 

SIPA ~Jt:;1u SiKA sebaqai pen~nggung jawao apotek, serta memperkerjakan tenaga teknis 

ketarmastan yang sudah merr.punya. STRrTK dan SIKTTK. 

5) Pemerintah daerah menqatu persebaran apotek yang diselenggarakan masyarakat di 

wiil?.yc1hnya. 

o) Penqaturan persebaran tentang Pendirian aootek yang baru dengan jarak minimal 200 meter 

dar i apotek yang sudah ada. 

lzln Apotek 

• 

8) Ketentuan pengaturan mengenai persebaran sebaqaimana dimaksud pada ayat (6), tidak 

berlaku untuk klinik oerusanaan ata: 1 klinik instans! pernermtah tertentu yang hanya melayani 

karyawan perusahaan, warga binaan atau pegawai instansi tersebut. 
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Pasal 13 

1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenqqarakan pelayanan 

optikal dan/atau laboratonum optik waiib merriiliki izin dari Kepala Drnas. 

2) Perizinan sebaqaimana dimaksud pada avat {11, berbentuk izin panyelenggaraan optikal yang 

berlaku untuk selama-lamanya 5 (Hrna) tahun dan dapat diperoaniang kembali dengan 

mengajukan permohonan 6 (enarn) bulan sebelum habis rnasa berlakunya. 

3) Izin disesuaikan denqan masa berlaku Surat Tanca Rcgistrasi Penanggungjawab dan daoat 

drperbehsrui sesuai dengan Surat Tanna R,:,gistr3si yang berlaku. 

4) lzin disesualkan denqan masa bertaku Surat Tanna Reqrstrasi Penanggungjawab da.n dapat 

diperbaharui sesuai dengan Surat T anda Registrasi yang berlaku. 

5) Setiap penyelenqqara optikal dan/atau taboratorium optik wajib memiliki sekuranq-kuranqnya 1 

(satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab. 

Pt1Y:.t9rt1f 9 
lzin Optikal dan Laboratorium Optik 

Pasal 12 

1) Setiap orang atau badan hukum yang akan rnendirikan dan menyelenggarakan laboratorium 

kesehatan wajib memiliki izin dari !<~pala Dinas. 

2) Laboratorium kesehatan yang dirna'csud pada ayat (1) terdiri dari laboratorium klinik dan 

labarotorrnn kesehatan masyarakat 

3) Perizinan scbapaknana dimaksvd pad a ayat (1) beroentuk izin penyelenggaraan laboratorium, 

yanq berlaku untuk selama-ternanva 5 (Iima) tahur. dan dapat dif erpanianq kembali dengan 

rnenqajukan pormohonan 6 (enam) outan sebelum habis rnasa berlakunya. 

4) lzin dicssuaikan dengan mass berlaku Surat Tanda Reqistrasi penanggung jawab dan dapat 

diperbaharul sesuai dengan Surat Tands Roglstrasi yang bertaku. 

• 

Paraqraf 8 

lzin Laboratortum kesehatan 

3) lzin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Reqistras! penanggung jawab dan dapat 

diperbaharui sesuai dengan Surat T anda Registrasi yang berlaku. 

4) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat wajib 
• msmperkerjakan seoranq Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang te!ah mempunyai STRTTK 

dan SlKTfK sebagai penan gung jawab teknis farmasi. 

5) Pemerintah Oaerah mengatur persebaran toko obat y,mg diselenggarakan masyarakat di 

wViilayahnya. 

6) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat 

dilarang: 

a. menerima atau melayani resep dokter; 

b. memouat obat; 

c. mernbunqkus (mengemas) obat, rnembungkus kcmbali obat; 

d. menjual obat keras; dan 

e. menjual psikotroptka/narkotika. 
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f. fungsl sosi~l; 

g. kerr.ampuan dalam memanfoatkan teknotoqi; 

h. akses: dan 

i. kustitas fasilitas. 

e. pernanfaatannya; 

d. pola penyakit; 

b. kebutuhsn kesehatan: 

c. iurnlah dan nersebaran oenduduk · ~ 1 · I - I 

1) Dalarn pemberian izin fasilitas pelayanar, ke;3eh;;,tan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

rnenentukan jurnlah dan jenis fas.lit::ic; pe;~y:man kesehatan. 

2) Penentuan [umlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pads ayat 

( 1), dilakukan dengan rnempertimbangkan : 

a. luas vVi!ayah; 

P~sal 17 

P;;,ragraf 13 

Penentuan Jumlah dan Jenis l:asmt~s Pelayanan Kesehatan 

1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan toke alat kesehatan wajib memiliki izin 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

2) lzin sebaaairnana dimaksud pada avat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

3) Toko alat kesehatan hanya dapat rnenvalurkan r lat kesehatan tertentu dan dalam jumlah 

terbatas sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan yar:g berlaku . • 

Pasal 16 

Paraqraf 12 

lzin Toko A!'1t Kesehatan 

Pasal 15 

1) Setiap orang atau badan usaha yang akan rnsnd'rikan dan menye!enggarakan pe!ayanan 

kHnlk kecantikan wajib memiiiki izin yang dikeiuarkan oleh Bupati atau pejabat y~mg ditunjuk. 

2) tzin seoaqaimana dirnaksud pada ayat (1 }, berlaku urrtuk janqka waktu 5 (lima) tahun. 

Paraqraf 11 

tzln KHnik Kecantikan 

Pa~al 14 

1) Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) tingkat Oaerah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

2) lzin sebaqairnana yang dirrraksud pada ayat (1 ), ber!aku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Pi.ragraf 10 

lzin Petayaaan Darah 
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Pas.ai19 
1) Setiap dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yc:ng akan melakukan praktik kedokteran wajib 

mP.miliki SIP y.:mg dikeluarkan oleh Kepala Dtnas. 

2) SlP diberikan palinJ banyak untuk 3 (ti~a) tempat praktik baik pada sarana pelayanan 

kesehatan mitik pemenntah, swasta, rnaupun praktik perorangan. 

2>) SIP st::bagaimana dirnaksud pads ayat (1). berlaku sepanianc STR masih berlaku dan tempat 
praktik masih sesuai dengan yang tercantum datam SIP. 

4) SlP sebnqaimana dimaksud pads ayat (2~. juqa berlaku bagi dokter, dokter gigi atau dokter 

spesislis dari Kabupaten/Kota can Provu-si lain. yang akan melakukan praktik kedokteran di 

daerah. 

F 11ragraf 2 

lzin Praktik Dokter!Do~ter GigiJDokter Spesialis 

Jenis-jenis tenaga kesehatan, meliputi : 
Dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialls atau dokter gigi spesialis: 

Perawat; 

Perawat Gigi; 

Bidan; 

Tenaga xetarmastan; 
Fisloterapis; 

Radioqrater; 

Refraksionis optisien; 
Okupasi terapis; 

Terapis wicara: 

Protesi gizi; dan 

Tenaga kesehatan warga negara asinq. 

a. 
b. 

c. 

d. 

e, 
f . 

• 
g. 

h. 

L 

J. 
k. 

i. 

Pasal 18 

Paragraf 1 
Jenis Tenaga Perizlnan Kesehatan 

B.1.9ian Kedtt~. 

PERIZINAN TENAGA KESEHA TAN 

kesehatan masyarakat. 

kesehatan di tasllitas yang sesuai standar clan kebutuhan 

5) Dalam upaya penqernoanqan sistern kesehata-i Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

tTl~nentuka!"I t,.:iyanan unggulan di fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan kondisi 

berdasarkan rekcmsndasi Dinas dacat mcnentukan lumlan, komposisi can kornpetensi tenaga 

• 
3) Ketentuan mengenai jurnlah dan ienis fa~ilitas pelavanan !<e-~ehat;m sebagaim<lna dimaksud 

pada ayat (2), tidak berlaku untuk jenis Rurnah Sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum. 

4) Dalam ranqka pernberian izm tasuitas oetavanan kesenatan, oeiabat yang ditunjuk 
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Pa~;i!11 

1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 
2) Bidan yang rnenj~lankar'l riraktik mandiri w,.jib berpP.n(iidik::\n rnr:trnna !fl Kebidanan 

3) Setiap bidan yang oeker]a di tasiliras pelavanan kesehatan wajib merniliki Surat lzin Kerja 
Bidan (SIKB}. 

4) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat lzin Praktik Bidan (SIPS). 

5) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau keria paling banyak di 1 (satu) tempat kerja 

dan 1 (satu) ternpat praktik. 

6) SIKB dan S1PB sebagaimana dirnr.ksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala 
Din as. 

7) SiKB can SIPS sebacairnana dimaxsuc oada avat (1) dan svat (2). oertaku selama Surat 
Tanna Reg:~tras, {STR) Bidan rnasin beriaku dan dapat diperpanjanq kernbali. 

a 

P,m~graf-5 

lzin Kerja dan lzit1 Praktik Bidan 

Pasal21 

-1) Setiap perawat gigi yang menjalankan pekoqean scbagai perawat gigi pada sarana pelayanan 

kesehatan harus memiliki Surat lzfn Kerja Perawat Gigi (SIK-PG) yang dikeluarkan oleh 

Kepata Oinas. 

2) setiao cerawat gigi yang melakukan oekeriaan secara rnanoiri wajib merniliki Surat lzin Praktik 

Perawat Gigi (SiP-PG). 

3) SIK-PG dan S!P-PG seoeqaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berfaku pada 2 

(oua) sarana pelayanan kesehatan. 

4) Masa ber!aku SIK-PG dan SIP-PG disesuaikan denqan masa berlaku dengan Surat Tanda 

Registrasi Perawat Gigi (STR-PG) d ... n dapat diperpanjanp kembali. 

• 

Par;.gr~f 4 

lzin Kerja dan lzin Praktik Perawat Gigi 

Pasril20 

1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh 
Kepa!a Dinas dan memasang papan narna. 

2) Surat izin dibenkan palin~ banyak untuk 2 (dua) ternpat µraktik baik pada fasilitas pelayanan 

kesehatan milik pemerintah, swasta. mauoun praktik rnandiri. 

3) Perawat yang menjalanxan praktik mandir' secaqaimana dimaksuc pada ayat (3) 

berpendicikan minimal diploma (D Ill) kecerawatan 

4) Setiap perawat yang rnenjalankan praktik keperawstan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar 

Dfia"1ik. m ... m(1iri wajib memiliki 5lKP. 
5) Seti'ap perawat yang rnenj;,ldr.k:;m praktik keperawatan ui praktik mandiri wajib memiliki SIPP. 

6) Masa be-Iaku SIKP dan SIPP disesuaikao dengan rnasa berlaku dengan Surat Tanda 

Registrasi (STR) Perawat can dapat dip01pznjang xembau. 

• 

Paraqraf 3 

lzin Kerja dan tzm Praktik Perawat 
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harus bekerja di bavvah penqawassn flsioterapis protest atau fisioterapis spesialis. 
• 

petayanan kesehatan . 

.r.-!.- •.. ~i.-.;.-.~.- . .r.-.-r.:.-. r •• -.i~- .. -. !..- •. ·.:-._r •• ·.o·. l· • .r •• ·.~1.:- • ..-.!.-.:.- •• -.J. !- .• -.! . .-· •. ·i.,- • .r.!: !.-.,.'.!:t.- .. ·. 
OLO\.I 11;:»tVlVI a ..... ,;:, \)QII It::) lr.il 0...,0, 1, 1101 'ya UOtJOl UC"CI JO \.H I a;:,11Ha~ 

oimaksua pada ayat (t), harus merupakan fisiote.cpis protesi atau tisioterapis spesians . 

··-' _ .. __ . _ 
'-'\~Uc:!80111 !di !d 

Fisioterapis (SiPF) yang dikeluarkan oleh t<.epala Dinas. 

lzin Kerja dan tzin Praktik flsioterapis 

Paraqraf 7 

• Pasal23 

1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Daerah wajib 

memiliki surat izin sesuai tarnpat tenaoa kefarrnasian bekeria. 

2) Tenaga kefarrnasian sebaqalmana cimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. apoteker: dan 

b. tenaqa teknis kefannasian. 

3) Surat lzin sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa : 

a. Surat lzin Praktik Apotekar (SIPA) bagi Apoteker dan Apoteker pendamping yang 

melakukan oekeriaen kefarrnasian di Aootek, Puskesmas. instalasi f errnasi Rumah Sakit 

atau Dinas Kesehatan; 
b. Surat lzin Kerja Apoteker (SIKJ\) bagi Aooteker yang melakukan oekerjaan ketarrnasian di 

fasintas ketarmasian di tuar Apotsk, Puskesmas, oan tnstaiasi tarmesi Ruman Sci:c.1t, 

c. S!K!TK bagi tenaqa teknis kefarmas.an yang melakukan pekerjaan kefannasian pada 

fasiiitas kefarmasian. 

4) SIPA b8gi apoteker penanggungjawab di fasiutas pelayanan l<efarmasiar: sebagairnana 

dirnaksud paca ayat (2) huruf a, atau SIKA sebeoaimana dtmaksud pads ayat (2) huruf c, 

hanya d.berikan untuk 1 (satu) ternpat tasintas kefarmasian. 

b) Apoteker penanggungjawJ>J c.li fasiiitas p<:iayanan kr~farmasian berupa Puskesmas dapat 

menjadi apotexer pendamping di luar jam kerja. 

6) SIPA Dagi Apoteker pendampinq daoat diberikau untuk paling banyak 1 (satu) tempat fasilitas 

petayanan Ketarrnasian. 

7) SIK"l ·K dapar diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian. 

8) Masa beriaku SIPA, SIKA, SiKTTf( disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi 

(S-1 R) Apoleker clan dapat iperpanjanq ;;ernbai1. 

9) SIPA, SiKA, SIKT1K sebaqalmana dimaksud paoa ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

• 

Paracraf 6 

lzin Kerja dan lzln Prnkt:l Tenaga Kefarmasian 
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Paragr?.f 10 

lzin Praktik Okupasl Terapis • 

2) Sir-RO atau SIKO sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Refraksionis 

Optislen atau Optometris yang telah merniliki STRRO atau STRO. 

3} SlKRO dsn SIKO sebagaiman.a dlmaksud pada avat (1) berlaku untuk 1(satu) tempat. 

4) S{K.RO atau SIKO oertaxu sepatij3ng STRRO atau STRO masih bertaku dan dapat 

dlperparuanq kerncau setarna memenuhi oersvaratan. 
5) Refraksionis optisien atau optornetris hanya copat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 

(du:;i,) temoat, 
6) Ke~·venarigan refraksionis optisien hanya melakukan pemeriksaan mata dasar. 

Dinas. 

Pi!saJ 26 

1) Setiap refraksionis optisien atau Optornetris untuk melakukan pekerjaan pada sarans 

kP .. sehatan wajib memiliki Surat lzin Keria {SIK-RO) atsu SIKO yang dikeluarkan oleh K.epala 

.... - ...... - ... 
ILII ! !\t;IJd l'i.t-il .::it\:)IVI 11:, \.'j.Jl!:::O!t:11 

Paragraf ~ 

Pas~l25 

1) Setiap radiografer untuk melaksanakan oekerjaan radiografi paaa sarans pelayanan 

kssehatan pemerintah m.'lupun swasta waiib m?.miliki Surat lzin Kerja Radioqrafer (SIKR) yang 

dikeluarkan oleh Kepata Oinas. 

2) SIKR sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), dapat diberikan hanya pada 1 (satu) tempat 

sarana pelayanan kesehatan. 

3) Setian radic,grafer makslmal hanya boleh memiliki 2 (dua) SIKR. 

4} Masa berlaku SIKR disesuaikan deng-an rnasa cerlaku Surat Tanda Registrasi Radiografer 

(STRR) dan dapat diperpanjang kembali. • 

Pa~gr~f ~ 

!zin ke,j2 Radiografer 

7) SIPF 9.tau SlKF diberika.n kecada Fisioterapis yang telah memiliki STRF. 

8) SIPF atau SIK. berlaku untuk i (satu) ternpat. 

9) Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 ( dua) 

tempat kerja/pr<1ktik. 

10) SIPF atau SIKF bertaku sepanianq STRF masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali 

selama mernenuhi persyaratan. 

ahii madya atau fisioterapis sains terapan yang bersanqkutan bekerja. 

6) Dalam hal tidak terdapat fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis, fisioterapis ahli madya 

atau fistoterapis sains terapan dapat melakukan pelayanan fisioterapi sscara berkotaborasi 

dencan tenaqa kesehatan lain vane ada di fasintas oetavanan kesehatan tempat fisioterapis 
• 
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Jents-jenis pe:1g,1h:~t Tradisio ,8! 

Paranraf 1 - , .. • 

8;\qian Ketiga 

PERIZINAN PENGGB.~T TRADIS!ONAL 

Pasaf 30 

1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-VvNA) yang bekerja di Indonesia harus memiliki 

Surat lzin Praktik (SlP) yang dikeluarkan o'eh Kenata Dinas. 

2) Bidang pekerjaan yang dapat drternpan TK-WNA sebaqaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 

rnetouti : 
a. pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu penqetahuan: dan 

Q. pemben pelavanan. 

3) TK-WNA hanya dapat bekerja pada fasihtas pelayanan kesehatan. 

Paragraf 13 

lzin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing 

1) Setiap profesi gizi yang rnelaksanakan pekerjaan ji bidang gizi harus memiliki Surat lzin Kerja 

Profesi Gizi (Sl!<.PG) y::mg dikf!luarkon ohh Kepala Dinas. 

2) SIKPG bertaku sepanjang Surat lzin Prcfesi Gizi (SIPG) belum habis masa berlakunya. 

Paragr· f 12 
lzin Kerja Protest Gizi 

(STRTV'i) nan capat diperpanj3ng kernbati. 

1) Setiap terapis wicara yang melakukan praktik harus memiliki Surat lzin Praktik Terapis Wicara 

(SIPTVV) yang dikeluarkan oleh Keoala Dinas. 

2) SIP.fVv' sebapaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 

(satu) temoat oada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat pada praktik perorangan 

can/atau berketompok. 

3) Masa berlaku S!PTVV oisesuaikan dengQr; masa berlaku Surat Tanda Reoistrasi Teraoi Wicara 

Pasal28 

I • - I ~·· .._ • ia1• 
ILIII r,ar.ul'\ I ·l<IIJI.:> •111va10 

Parngrnf 1 'I 

1) Setiap okupasi terapis yang rnelakuxan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi wajib 

mernilikt Surat lzin Praktik Okuoasi Terapis (S!POT) yang dikeluarkan oteh Kepala Dinas . 

2} SlPOT sebagaimana dimaksud pada ayzt (1) dapat diber1\..an pada 1 (satu) sarans kesehatan 

maksimal 2 (dua) saran-a kesenaian. 

3} Masa bertaku SiPO-! oisesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Okupasi 

Terapis (STROT) dan dapat diperpanjang kernba'i. 

• 



i) Semua pengobat tradisionai sebagaimana dirnaksuo daiarn Pasai 3i, wajio merniiiki izin dari 

Kepala Dinas. 

• 

P:tragraf 2 

Surat lzin Penqohat Tradiaional (SIPT) • 

pangobat tradisional lainnya y&ng rnetodauya sejerus. g. 

I I o I ,• 

~IU!\u! I f'.CUCHtl ldl 11 r. 

e. 

.. . 
I t:11\Y !lld:;Lt;I u. 

prana; c. 

par c111u1 mai, u. 
tenaga dalam; a. 

5) Penqooat tracisionat berdasarkan supranaturat sebaqaimane dimaxsud pada ayat (1) huruf d, 

meirpua : 

nurur c, rnei1puci pendei-.ata:-: .::gc=.irna :~ • .;.n, Kristen, r:atoiik, Hindu, atau Buena. 

g. perpobat tradisional iainnya yang metodenya sejenis. 

4) Pengobai tradlsional berdasarkan oendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

a. jamu; 
b. gurah; 

c. ta bib; 

d. shinshe; 

e. nomeopathy; 

f. aromatherapist; 

h. chiropractor: 

i. penr:,obat tradisional lainnya yang metodenya sejenis. 

3) Pengobat tradisional berdasarkan ramuan ~ebayc1ima, a dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi 

rnehputr : 

a. puat urut: 
b. patah tuhing; 

C. sun at; 

d. dukun bayi; 

e. refleksi; 

f. akupresuris; 

g. akupunkturis; 

1) Pengobat tradisional berdasarkan cara penqobatannya diklasifikasikan menjadi: 

a. oerviobat tradisional oerdasarkan keterarnouan: 

b. pengobat tradisional berdasarkan ramuan: 

c. oencobat traoisional berdasarxan oendekatan aoarna: dan 

d. peng')bat tradisicnat bercasarxan supranatural. 

2) Penqobat tradisional berdasarkan ketererrpuan sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
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• 

dimaksud pada ayat (1). 

3) Senfikat Produkst Pangan tndusti Rumah tangg& berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 

dapat dlperpanianq. 

4) ??.r.gan prcouksi industri rumah tangga harus diberi label. 

5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat sekurang-kurangnya keternngan 

rnenqenai : 

a. narna produk; 
b. daftar baoan yang digunakan; 

c. berat bersih atau isl bersih; 

• 

2) lndustri Rum-ah Tangga Pangan yang hasil produksinva memiliki masa kadaluarsa kuranq dari 

1 {satu) minggu terhitunq dari saat produksinya dikecuatikan da-i kewajiban sebagaimana 

IR-,) dari Kepala Dinas. 

1) Setiap orang atau badan us.aha ya111~ akan menye!enggarakan lndustri Rumah Tangga 

makanan dan minuman wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan lndustri Rumah Tangga (P- 

Pasal37 

Sertifikat Produksi Pangan intiustri Rumah Tangga 

(3), berlar..u untuk janqka waktu 3 (bga) tanun can capat dipGrpanjang. 

5) Sertifik.;t Laik Hyqiene Samtast !Sertifikat Laik Sehat tetap sebaqairnana dimaksud pada ayat 

-3} ~;,ertifikat sebaqaimana pada avat (1) dan ayat (2). diberikan da1am bentuk sementara atau 

tetap. 

4) Sertifikat Laik Hygiene SanitiiSilSertifikat Laik Sehat sernentara sebaqaimana dimaksud pada 

ayat ('~) berleku 1 untuk ;.,,~-!K'' '"'~ ktu ~ 1.- r am) bu.an aL....>,, ,e!'. .u..wr,jcut~'-a'!'lG!\. v\t'-.!~:i; :<...!:. 

p~~-3~ 

1) Setiap orang atau badan usaha yang akan rnenqaiukan izin rumah makan. restoran, jasa boga 

d;;in/:'-'it~u r.atering, rl8pot air rninum waiib memiliki sertiftkat laik hyglnne sanitasi vane 

dlke!uarkan cleh Kepa!a Oinas. 

2) Setiap orang atau badan usaha yang akan rnenqaiukan izin hotel. kolarn renanp dan/atau 

pernandian umum waiib merninki sertlfikat Iaik St;t'W1: yang dil-:eluark:z:-: cleh Kepala Dinas. 

- .. • •• •• • - •• •• - - & 

i.:)l;:l'f ltll!\dl I..C.H'\ ny!::jn:1 n: -iJdl llld::>11 '-'t:I U 111\dl !..di!\ ~t:I ICH 

Paraqrat 4 

P~$~135 

1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan dan menvelenggarakan pelayanan SPA 

wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kenala Dinas 

2) lzin sebaqelmana dlmaksud pada ayat (1;, berupa izin sementara dan izin tetap . 

.3) lzin sementara sebaqaimana dimaksud pada avat (2), benaku untuk jangka waktu 6 bulan. 

4) lzin tetap sebaqaimana dimaksud paca a,1a~ (2), certaku untuk jangka waktu 3 (tiqa) tanun dan 

dapat diperpanjang. 

• 

Paragr-1f 3 

lzin Sehat Pak~, Air (SPA} 

• 
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Bupatl meiann Kepata Dinas palin!=} lam bat 1 o (sepuluh) hari setelah keqiatan selesai 

dilaks<tnakan. 
• 

mernuiki eurat izin praktek) ser1a jonts keqiatan kepada Bupati rnelalui Keoala Dinas paling 

rnernberitahukan tempat, sasaran, tenaqa dan pena",ggungjcrvvab pelayanan (yang sucan 

Pas.314"1 

1) Penye!enggaraan pelayanan kesehatan calarn ranqka bak'i sosial tidak wajib memiliki izin. 

2) Penyelenqqaraan pelayanan kesenatan sebaoaimana dimaksud pads ayat (1) wajib 

ditentuksn. 

3) Tata cara pemberian, permohonan, cersvaratan, bentuk, penolakan. pembaharuan dan 

berakhlrnva izin sebacairnana dimakcud oada avat ( 1 ), akan diatur lebih laniut dervran 

Peraturan Bupati. 

menqajukan permohonan secara tertulis denpan rnelenqkar-i persyaratan yang telah 

1) Setiap orang pribadi atau badan yang menye:.:::nggarakan atau rnelaksanakan kegiatan di 

bidang kesehatan sehagaiman::t dimaksud dalarn Pasal 4; wajib merniliki izin dari Bupati, 

Ke~ala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk. 

2) Untuk rner-daoatkan izin sebari~irnan~ dirn::iksu0 pada avat (1) orano prih~di at::iu bad~0. 

Pasal40 

R~BV 

TATA CARA Pfi~:"nEmAN PERIZINAN • 

• 

seternpat terhadap sarana izin usaha keci: oba: tradis.onal dan ped.;igang besar farmasi 

swasta yang setara, dan pedaqanq besar farmasi. 

2) Pernberian rekomendasi sebapaimana c'imaksud pada avat (1), dldasarkan oada perneriksaan 

Pa$~139 
1} Dinas memberikan rekomendasi terhadap permohonan terhadap surat tuqas dokter spesialis, 

izin usaha kecil obat tradisional, pendirian rurnah sakit tipe D, dan tipe C dan rumah sakit 

Bag:an Kellma 

SURAT REKOfviENDASI 

Pasal 38 

1} Setiap oranq atau badan usaha yang akan 1Y1sny'8h1nggarakan lndustri Pangan Ruman Tangga 

sebaqairnana dirnaksud pasal 36 ayat (1) wajib rnemiliki Sertifikat Penyuluhan Pangan lndustri 

Ruman Tangga (P-IRT) can Kepala Dinas. 

2) Sertifikat Penyuluh Pangan lndustri Rumah Tangga (P-IRT) berlaku untuk jangka waktu 3 

(tiga) tahun oan dapat dipcrpan;?.ng 

• 

d. narna dan alamat pihak yang rnemoroduksi atau rnernasukkan pangan ke dalam wilayah 

Indonesia: 

P.. nornor serNfikat produksi cancan industri rumah tangga: dan 

f. tanggai, bulan, dan tanun kadaluarsa. 

' 



24 

Pemerintah Daerah berkewajiban : 

a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; 

Pasal45 • 

Paaa144 

Pemegang perizinan bidang kesehatan d.laranq : 
a. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain; 

b. rnelaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenanqannya: 

c. mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa 

rnenqajukan izin baru. 
I 

Bagicm Ketiga 

Larangan 

• 

Pasal43 

Penyelenggara bidang kesehatan berkewajiban : 

a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 

c. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan 

tempat melakukan kegiatannya; 

d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum; 

e. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan; 

f. mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut : 

1. masa berlaku izin, surat tanda daftar atau sertifikat sudah berakhir; 
2. pindah alamat tempat pelayanar.; 

3. kepemilikan izin, tanda daftar atau seritikat berubah; 

4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan 

5. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu. 

; 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Penyelenggara bidang kesehatan berhak : 

a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki; 

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; 

c. memunyut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan: dan 

d. rr.endapatkan informasi, kemudahan serta penindunqan hukum dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten dalam rangka melaksanalcan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Pasal42 

Bagian kesatu 

Hnk 

• 

BAB VI 
H.l\K, KEWAJHiAN DAN LARANGAN 
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Pascll48 
1) Masyarakat dapat berperan serta dalarn membantu upaya pengawasan dan pengendalian 

terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kssehatan. 

2) Masyarakat dapat rnemberikan laporan kepsda mstans: yang berwenang tentano adanya 

pelanggaran dalam penyelenggaraan pef ayanan l)idang kesehatan. 

B.AB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pa5al47 
1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan berwenang melaksanakan pembinaan. pengawasan 

dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 ), Dinas Kesehatan dapat bekerja sarna dengan organisasi profesi dan instansi 

terkait. 

3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam 

bidang: 

a. pelaycman; 

b. sumberdaya manusia; 

c. fasilitas; dan 

d. administrasi/dokumentasi. 

BAB Viii 

PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasa(46 

·1 ~ Penyelenggara pelayanan kesehatan wcijib menjamin mutu pelayanan dengan cara : 

a. meiaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; 

b. melaksonakan audit mutu pelayanan oleh lerr.baga ,ndependen yang berkompeten dt 

bidc1ng mutu pelayanan kesehatan secara berkala. 

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

l':>118 VII 

MUTU PELAYANAN 

... b. melindungi masyarakat terhadap seqala kemungkinan kejadian yan0 dapat menimbulkan 

gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai 

standar; 

c. memberikan kemudahan dalarn pelayanan izin renye!enggaraan pelayanan di bidang 

kesehatan; 

d. melakukan pengaturan jumlah can kepadatan tasilitas pelayanan kesehatan di suatu 

wilayah untuk menjamin pernerataan can mutu pelayanan kesehatan; dan 

e. memberikan pembinaan, pengawasan dan penger.dalian terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. 

r, 
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• 

Pasal57 

1) Peiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingl<ungan Pernerintah Daerah diberi wewenang 

khusus se'Jagai Penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran 

Peraturan aupati sebagaimana dimaksud da!am Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

lingkun~an Pemerintah Daerah yang diarigl<:at oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoranq tentang adanya tindak pidana; 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan; 

c. Menyuruh berhenti seorang tersanqka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda atau surat; 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; 

I 

BAB Xiii 
KETENTIJAN rENYIDIKAN 

Pasal5G 
Terhadap perbuatan yang dapat diklasitikasucan sebagai tinclak pidana dalam suatu ketentuan 

peraturan p€'rundang-undangan lainnya, d.ancarn pidana sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal55 
1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan 

perizinan atau sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 39, Pasal 43 dan Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XII 

KETENTUAN PlOANA 

Pasal54 
1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa : 

a. teguran lisan; 

b. peringatan tertulis atau penutupan sementara; 

c. pencabutan izin; 

d. larangan melakukan kegiatan. 

2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BABXI 

SANKS! ADMINISTRASI ' 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 

Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM 
PEMBINA UTAMA MUDA. IV/c 
NIP. 19591231 199103 1 059 

Diundangkan di Labungkari 
Tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 8UTON TENGAH, 

AB UL ANSUR AMILA 

Ditetap a di Labungkari 
Pada t n gal Afvtf{ J)_o IS' 

Pj. BU :<IT ,i ON TENG:<\H, 

Agar setiap orang dapat menqetahumya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton Tengah. 

?asa159 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAD XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal58 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizinan bidang kesehatan yang masih berlaku 

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habisnya janqka waktu perizinan dimaksud, dan 

untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

g Mendatangkan seorang ahli yang d.perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara; 
h. Menghentikan per.yidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti 

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selaniutnya memberitahukan 

hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 

i. Mengr3dakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
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